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Untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha untuk
peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta
peningkatan daya saing di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas diperlukan adanya kebijakan strategis pengelolaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang berdaya saing dengan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau kawasan ekonomi
di negara-negara lain.

Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategis
pengelolaan dan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas, dilakukan pengaturan kembali mengenai kelembagaan
yang menyangkut Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan, pelayanan
perizinan yang mencakup Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang
diperlukan oleh pengusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas, pengembangan dan pemanfaatan Aset yang dikelola oleh Badan
Pengusahaan, pemberian fasilitas dan kemudahan dalam pemasukan dan
pengeluaran barang, perpajakan, kepabeanan, cukai, keimigrasian, serta
fasilitas dan kemudahan lainnya di Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas.

Pelaksanaan kebijakan strategis tersebut merupakan pelaksanaan dari

ketentuan yang diatur dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
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2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
menjadi Undang-Undang.

Dalam upaya meningkatkan kemudahan pelayanan, kelancaran, dan
pengawasan arus lalu lintas barang dalam pemasukan barang ke atau
pengeluaran barang dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas, maka perlu mengatur kembali mengenai perlakuan kepabeanan,
perpajakan dan cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas. Untuk mewujudkan tujuan pembentukan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas, diperlukan pengaturan mengenai perlakuan
perpajakan termasuk pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam kerangka Pasal
16B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115A ayat (2) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan Pasal
16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu mengatur
kembali mengenai perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta tata
laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Dalam pelaksanaan pengelolaan KPBPB, Badan
Pengusahaan antara lain menetapkan jenis dan jumlah
kebutuhan energi yang mencakup bahan bakar minyak,
bahan bakar nabati, bahan bakar gas, atau energi
lainnya yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan
industri dan Penduduk di KPBPB termasuk persetujuan

impornya.

www.peraturan.go.id



No. 6653 _4-

Huruf b
Yang dimaksud dengan “membuat ketentuan yang
diperlukan dalam pengelolaan, pengembangan, dan
pembangunan KPBPB” antara lain ketentuan mengenai
pelayanan perizinan, pengembangan dan pemanfaatan
Aset, pemberian fasilitas dan kemudahan, serta
pengembangan KPBPB.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
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Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kerja sama Pemerintah Pusat dengan
lembaga/organisasi internasional” adalah kerja sama yang
menjadi urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, seperti hubungan dengan
berbagai lembaga/organisasi internasional di antaranya
International Maritime Organization (IMO) di mana Indonesia
menjadi anggotanya.
Dalam hal kerja sama tersebut bersifat komersial, kerja sama
tersebut dapat dilakukan oleh Badan Pengusahaan setelah
berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang transportasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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